
122 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Buku Literatur  

Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian 

Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan IISertiikat dan 

Permasalahannya, Prestasi Pustaka Jakarta, 2002 

Abdulhay, Marheinis, Hukum Perdata, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006 

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1982 

H.F.A.Volmar, Pengantar Study Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2004 

Hofmann, Nederlandsch Verbintenissenrecht J.B. Wolters uitgerversmmtschappj 

N.V. Groningen, 1932. 

Ibrahim, J, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia, 

Malang, 2018 

Jonathan Sarwono, Pintar Menulis Karangan Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis 

Ilmiah, Andi Offset, Yogyakarta, 2010 

J. Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama, 

Citra Aditya Bakti,1993 

J.M Van Dunne dan Van der Burgh, Perbuatan Melawan Hukum, Dewan Kerja 

Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum 

Perdata,Ujung Padang, 

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Aditya Bakti, Bandung 

M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 1982 

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020 

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2002 

Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2000 

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2002 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011 

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 

Siyoto S dan Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, 2015 

Sulistyandari, Buku Ajar Perbuatan Melawan Hukum, Universitas Jenderal 

Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, 2014 

Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Rafika Jakarta, 2007 



123 

 

 

 

Suryodiningrat,R.M, Perikatan-perikatan Bersumber Undang-Undang, Tarsito, 

 Bandung, 1980 

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 

1992 

 

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya   

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria 

 

Jurnal Ilmiah  

Badri, S dkk, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi 

Dalam Sistem Hukum Perdata”, Jurnal USM Law Review, Vol 7, No 2, 

2024, hlm. 974-985. 

Hibar, U dan Dian Samudra, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara 

KUHPerdata dengan Pasal 52 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang ketengakerjaan” Jurnal Res Justitia, Vol 1, No. 1, 2021, hlm.26-38 

Ningsih, A. S, Wardhani, H. P, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum 

Perikatan Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”, 

Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Universitas Negeri Semarang, 

Vol.2, No.1, 2024, hlm. 30-47. 

Permadi, A, A, “Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah”, Journal Ilmu 

Hukum Kerta Negara, 2017, hlm 1-5. 

Sari, I, “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia 

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)”. Jurnal Mitra 

Manajemen 9, No.1, 2020, hlm 15-33 

_____, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum 

perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No. 1, 2020, hlm 53-

70. 

Setiawan. R, "Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum & Perkembangannya 

dalam Yurisprudensi". Reader III. Jilid 1, 1991, hlm 119-141 

Slamet, S, R, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Suatu 

Perbandingan Dengan Wanprestasi”, Lex Jurnalica. Vol.10 No.2, 2013, 

hlm. 107-120. 



124 

 

 

 

Apriani, T, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan 

Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata”, Jurnal 

Ganec Swara, Vol. 15, No.1, 2021, hlm 920-932. 

Waluyo, B, “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Jurnal Cakrawala Hukum, 

Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 14-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


